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Abstrak 

Serikat pekerja mempunyai peranan yang sangat penting bagi pekerja, pengusaha dan serikat pekerja itu 
sendiri dalam proses penyelesaian perselisihan perburuhan. Proses penyelesaian perselisihan 

perburuhan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan 

perburuhan yang dilakukan melalui cara dua pihak dan tiga pihak (konsiliasi hubungan perburuhan, 

konsiliasi hubungan perburuhan, arbitrase hubungan perburuhan dan hubungan industrial), kemudian 
pergi ke pengadilan hubungan industrial jika tidak ada jalan hukum. - litigasi (kecuali arbitrase) hal ini 

belum tercapai. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan hubungan industrial dan perselisihan yang 

ada di dalam hubungan industrial. Metode penelitian kualitatif ini berdasarkan atas data yang terkumpul 
dari bahan-bahan pustaka data sekunder dan lapangan. Data sekunder diperoleh melalui studi 

kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yang 

dibahas berupa buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, majalah, internet, dan sebagainya. Dalam 
penelitian ini akan dibahas mengenai perselisihan hubungan industrial dan berbagai macam cara 

penyelesaiannya. 

 

Kata Kunci: hubungan industrial, perselisihan hubungan industrial, serikat pekerja. 

 

 

Abstract 

Trade unions have a very important role for workers, employers and the union itself in the process of 

resolving industrial relations disputes. The process of resolving industrial relations disputes based on 
Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes is through Bipartite, 

Tripatrite (industrial relations mediation, industrial relations conciliation and industrial relations 

arbitration) then to the Industrial Relations Court if the legal remedy is non-litigation (except 
arbitration) this was not achieved. The aim of this research is to explain industrial relations and disputes 

that exist in industrial relations. This research method is based on data collected from secondary and 

field data library materials. Secondary data is obtained through literature study, namely by collecting 

written materials related to the topics discussed in the form of books, papers, research results, journals, 
magazines, the internet, and so on. In this research, industrial relations disputes and various ways of 

resolving them will be discussed. 

 

Keywords: industrial relations, industrial relations disputes, trade unions. 

 

PENDAHULUAN  

Hubungan (kelrja) ilndustrilal antara 

pelngusaha delngan pelkelrja yang kurang kondusilf 

dapat melnilmbulkan pelrsellilsilhan hak selrta 

kelpelntilngan karelna kelbuntuan komunilkasil yang 

belrsilfat melndasar melngelnail kelwajilban, hak dan 

tanggung jawab. Guna melnghilndari l 

dilshamonilsasil dalam hubungan ilndustrilal antara 

pelkelrja delngan pelngusaha dilpelrlukan sarana 

pelmbaharuan/ pelmbangunan bildang hukum yang 

belrsilfat otonom, yaknil pelrjanjilan kelrja belrsama 

(PKB). Kelbelradaan lelmbaga ilnil sangat silgnilfilkan 

dalam melndukung dan melmprotelksil pelran 

selrilkat pelkelrja. Hal ilnil dilbutuhkan karelna PKB., 

selbagail socilal control dan socilal elngilnelelrilng 

belrpelran selbagail hukum yang dapat melmbelrilkan 

pelmbaharuan dilbildang keltelnagakelrjaan 

Pelmbelrlakuan PKB, melmpunyail makna 

khusus (asas pacta sun selrvanda), yailtu hanya 

belrlaku bagil kelpelntilngan pelkelrja dan pelngusaha. 

Pelmbelrlakuan PKB., melnunjukkan bahwa para 

pilhak melmahamil telrhadap pelntilngnya makna 

https://www.google.co.id/maps/place/Universitas+Sultan+Ageng+Tirtayasa+(Untirta)/@-6.1207259,106.1923724,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2e41f504a4ce2e5b:0xd7fbb1e65b42cbd2!8m2!3d-6.1207259!4d106.1945611
https://www.google.co.id/maps/place/Universitas+Sultan+Ageng+Tirtayasa+(Untirta)/@-6.1207259,106.1923724,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2e41f504a4ce2e5b:0xd7fbb1e65b42cbd2!8m2!3d-6.1207259!4d106.1945611
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PKB. delmil melnjamiln kelpastilan hak selsuail rasa 

keladillan 

Pelran selrilkat pelkelrja, sellailn melmbangun 

hubungan ilndustrilal, melmpunyail fungsil selbagai l 

pilhak dalam pelmbuatan pelrjanjilan kelrja belrsama 

selrta pelnyellelsailan pelrsellilsilhan hubungan 

ilndustrilal ; Selbagail wakill pelkelrja dalam lelmbaga 

kelrja sama bilpartilt ; Selbagail pelrelncana, 

pellaksana dan pelnanggungjawab pelmogokan 

pelkelrja ; dan wakill pelkelrja dalam 

melmpelrjuangkan kelpelmi llilkan saham di l 

pelrusahaan 

selrilkat pelkelrja dapat dilbelntuk selkurang-

kurangnya olelh 10 orang pelkelrja, dan selrilkat 

pelkelrja yang tellah telrbelntuk belrhak melmbelntuk 

dan belrpayung selbagail anggota feldelrasil/ 

konfeldelrasil selrilkat pelkelrja. Selrilkat pelkelrja harus 

belrpilhak telrhadap pelkelrja, bukan pelngusaha, 

namun kelpelrpilhakannya melmpunyail silfat 

obyelktilf, telrbuka, selrta belrtanggungjawab. Hal 

ilnil selsuail amanat Undang Undang No. 21 Tahun 

2000, jo. Pasal 28D (ayat 1), selpelrtil jamilnan 

pelrlilndungan, kelpastilan hukum, pelrlakuan yang 

adill selrta sama dil hadapan hukum, jo. Pasal 28D 

(ayat 2), selpelrtil belrhak melndapat ilmbalan yang 

adill dan layak dalam hubungan kelrja yang 

selmuanya telrsurat dalam UUD. 1945. 

Pelran selrilkat pelkelrja dalam melnjaliln 

hubungan kelrja delngan pelngusaha melrupakan 

kelpelntilngan yang harus dilpelrhatilkan pelngusaha 

karelna selrilkat pelkelrja selbagail sarana komunilkasi l 

yang elfelktilf, dan aspilratilf dapat melmbelrilkan 

kontrilbusil untuk kelpelntilngan pelkelrja dan 

pelrusahaan dalam prosels produksil, sarana 

protelktilf bagil pelkelrja, sellailn sarana pelnyampailan 

pelsan melngelnail kondilsil pelrusahaan dan melnjaga 

keltelnangan kelrja, motilvator eltos kelrja selrta 

sarana pelrjuangan bagil nasilb pelkelrja. 

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. Proses pengumpulan 

datanya untuk memperoleh sumber informasi 
hubungan industrial serikat pekerja bersumber 

dari data kepustakaan (library research), jurnal 

nasional, internasional, dan buku. Data 
kepustakaan dimaksud selanjutnya diolah 

sehingga menghasilkan penjelasan dan materi 

tentang hubungan industrial. Selanjutnya 
diadakan editing dan organizing data dimaksud 

selain diperiksa kembali (editing) dari segi 

kelengkapan, kejelasan, dan keselarasan makna 

antara yang satu dengan yang lain juga 
diorganisasi sehingga hanya memuat data yang 

relevan atau koheren (organizing) sesuai dengan 

bukti-bukti yang didapatkan. Selanjutnya 
dianalisis secara deskriptif analisis untuk 

kemudian ditarik suatu simpulan pembahasan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Definisi hubungan industrial  

Belrdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 

2013 Pasal 1 Angka 16 telntang keltelnagakelrjaan, 

hubungan ilndustrilal adalah suatu silstelm 

hubungan yang telrbelntuk antara para pellaku 

dalam prosels produksil barang dan/atau jasa yang 

telrdilril daril unsur pelngusaha, pelkelrja/buruh, dan 

pelmelrilntah. Hubungan ilndustrilal telrselbut 

dildasarkan pada nillail-nillail Pancasilla dan 

Undang-Undang dasar nelgara Relpublilk 

Ilndonelsila Tahun 1945. 

 

Selcara garils belsar, dapat dilkatakan bahwa 

hubungan ilndustrilal adalah hubungan antara 

selluruh pilhak yang telrkailt atau belrkelpelntilngan 

atas prosels produksil barang atau pellayanan jasa 

dil suatu pelrusahaan. Hubungan ilndustrilal 

belrpelngaruh telrhadap pelnilngkatan produktilviltas 

dan kilnelrja pelkelrja/buruh dil pelrusahaan. Sellailn 

iltu, hubungan ilndustrilal juga belrdampak pada 

pelnilngkatan produktilviltas selmua pilhak di l 

lilngkungan kelrja. Olelh selbab iltu, hubungan 

ilndustrilal pelrlu dilcilptakan seldelmilkilan rupa agar 

harmonils, selrasil, seljalan, dan aman delmi l 

pelncapailan tujuan selmua pilhak yang telrkailt atau 

belrkelpelntilngan dan pelrusahaan iltu selndilril. 

Melnurut Suwarto pada tahun 2000 Hubungan 

ilndustrilal dilartilkan selbagail silstelm hubungan yang 

telrbelntuk antara para pellaku prosels produksil barang 

dan/atau jasa. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 telntang 

Keltelnagakelrjaan melnyelbutkan pelngelrtilan hubungan 

ilndustrilal selbagail suatu silstelm hubungan yang telrbelntuk 

antara para pellaku dalam prosels produksil barang dan atau 

jasa yang telrdilril daril unsur pelngusaha, pelkelrja atau buruh, 
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dan pelmelrilntah yang dildasarkan pada nillail-nillail Pancasilla 

dan Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublilk Ilndonelsila 
Tahun 1945. Seldangkan Milchaell Saloman belrpelndapat 

Hubungan ilndustrilal mellilbatkan seljumlah konselp, 

milsalnya konselp keladillan dan kelsamaan, kelkuatan dan 

kelwelnangan, ilndilvildualilsmel dan kolelktilviltas, hak dan 
kelwajilban, selrta ilntelgriltas dan kelpelrcayaan.  

Jadil, daril hal-hal yang tellah diljabarkan dilatas 

dapat dilambill kelsilmpulan bahwa 
Hubunganilndustrilal adalah hubungan yang 

diljaliln antara pelkelrja, pilhak yang 

melmpelkelrjakannya(pelngusaha), dan pelmelrilntah. 

Tildak hanya ildelntilk delngan manajelmeln yang 

melnjalankanfungsilnya untuk melngatur 

pelkelrjanya saja. Hubungan ilndustrilal juga 

belrkailtan delnganfelnomelna bailk iltu dildalam dan 

dilluar telmpat kelrja. Pilhak-pilhak yang telrkailt di l 

dalamhubungan ilndustrilal adalah pelkelrja, 

pelngusaha, dan pelmelrilntah. Hubungan ilni l 

melngatur pelran masilng-masilng pilhak dan 

ilntelraksil maupun prosels dil dalamnya. 

Aturanaturan yangmelngatur hak dan kelwajilban 

masilng-masilng pilhak selmuanya telrcantum dalam 

Undang-Undang No 13 tahun 2003 (bab XIl, pasal 

102, ayat 1-3) 

Tujuan hubungan industrial  
Tujuan Hubungan Ilndustrilal adalah 

melwujudkan Hubungan Ilndustrilal yang 

harmonils, Dilnamils, kondusilf dan belrkeladillan di l 

pelrusahaan.  

Ada tilga unsur yang melndukung telrcapailnya 

tujuan hubungan ilndustrilal, yailtu: 

1. Hak dan kelwajilban telrjamiln dan dillaksanakan 

2. Apabilla tilmbul pelrsellilsilhan dapat dilsellelsailkan 

selcara ilntelrnal/bilpartilt 

3. Mogok kelrja olelh pelkelrja selrta pelnutupan 

pelrusahaan (lock out) olelh pelngusaha, tildak pelrlu 

dilgunakan untuk melmaksakan kelhelndak masilng-

masilng, karelna pelrsellilsilhan yang telrjadil tellah 

dapat dilsellelsailkan delngan bailk. Namun delmi lkilan 

Silkap melntal dan sosilal para pelngusaha dan 

pelkelrja juga sangat belrpelngaruh dalam melncapai l 

belrhasillnya tujuan hubungan ilndustrilal yang kilta 

karapkan.  

Silkap melntal dan sosilal yang melndukung 

telrcapailnya tujuan hubungan ilndustrilal telrselbut 

adalah  

1. Melmpelrlakukan pelkelrja selbagail miltra, dan 

melmpelrlakukan pelngusaha selbagail ilnvelstor  

2. Belrseldila salilng melnelrilma dan melnilngkatkan 

hubungan kelmiltraan antara pelngusaha dan 

pelkelrja selcara telrbuk 

3. Sellalu tanggap telrhadap kondilsil sosilal. upah, 

produktilviltas dan kelseljahtelraan pelkelrja  

4. Salilng melngelmbangkan forum komunilkasil, 

musyawarah dan kelkelluargaan. 

 

Definisi Serikat Pekerja 
Belrdasarkan keltelntuan umum pasal 1 

Undang-Undang Telnaga Kelrja Tahun 

2003 No. 17, Selrilkat Buruh/Selrilkat Pelkelrja 

melrupakan organilsasil yang dilbelntuk daril, olelh, 

dan untuk pelkelrja bailk dil pelrusahaan maupun di l 

luar pelrusahaan, yang belrsilfat belbas, telrbuka, 

mandilril, delmokratils, dan belrtanggung jawab 

guna melmpelrjuangkan, melmbella selrta 

mellilndungil hak dan kelpelntilngan pelkelrja selrta 

melnilngkatkan kelseljahtelraan pelkelrja dan 

kelluarganya. Selsuail delngan pasal 102 UU 

Telnaga Kelrja tahun 2003, dalam mellaksanakan 

hubungan ilndustrilal, pelkelrja dan selrilkat pelkelrja 

melmpunyail fungsil melnjalankan pelkelrjaan selsuai l 

delngan kelwajilbannya, melnjaga keltelrtilban delmi l 

kellangsungan produksil, melnyalurkan aspilrasil 

selcara delmokratils, melngelmbangkan 

keltelrampillan, dan kelahlilannya selrta ilkut 

melmajukan pelrusahaan dan melmpelrjuangkan 

kelseljahtelraan anggota belselrta kelluarganya. 

 

Selrilkat pelkelrja melrupakan selbuah 

kelnilscayaan yang tildak mungkiln dilhilndaril olch 

pelrusahaan. Selrilkat pelkelrja dapat dilgunakan olelh 

pelkelrja selbagail alat untuk melncapail tujuannya. 

Suatu kelnyataan pelneltapan belsarnya upah dan 

syarat-syarat kelrja yang lailn dilselrahkan kelpada 

pelrusahaan dan pelkelrja selbagail prilbadil. 

Keldudukan pelkelrja adalah sangat lelmah. 

Melnyadaril akan kellelmahannya dalam 

melnghadapil pelrusahaan iltu, melrelka melrasa pelrlu 

adanya pelrsatuan. Delngan adanya pelrsatuan 

melrelka akan melmpunyail kelkuatan dalam 

melnghadapil pelrusahaan. Maka tilmbullah selrilkat 

pelkelrja. Helnry Silmamora (1999: 678) 
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melnyatakan bahwa "Selrilkat Pelkelrja adalah 

selbuah organilsasil yang belrundilng bagil karyawan 

telntang upah-upah, jam-jam kelrja, dan syarat-

syarat dan kondilsil-kondilsil pelkelrjaan lailnnya". 

Daril pelngelrtilan telrselbut dil atas dapat dilkeltahui l 

bahwa selrilkat pelkelrja melrupakan organilsasi l 

belrundilng bagil para pelkelrja. Delngan kelhadilran 

Selrilkat Pelkelrja para pelkelrja dapat mellakukan 

nelgosilasil delngan pelngusaha dalam hal kelbiljakan 

pelrusahaan, selbab keltilka ada selrilkat pelkelrja 

maka melnjadil selbuah kelwajilban bagil pelngusaha 

untuk melnelgosilasilkan selgala selsuatu delngan 

selrilkat pelkelrja.  

 

Adapun tujuan daril selrilkat pelkelrja adalah 

melmpelrjuangkan, melmbella sorts mellilndungil hak 

dan kelpelntilngan pelkelrja/buruh selrta 

melnilngkatkan kelseljahtelraan pelkelrja/buruh dan 

kelluarganya. Daril belrbagail pelngelrtilan dil atas 

dapat dilsilmpulkan bahwa selrilkat pelkelrja adalah 

organilsasil yang dildilrilkan olelh pelkelrja selbagai l 

wadahuntuk melmpelrjuangkan, melmbella selrta 

mellilndungil hak dan kelpelntilngan pelkelrja/buruh 

selrta melnilngkatkan kelseljahtelraan pelkelrja/buruh 

dan kelluarganya. 

Hak dan kewajiban serikat pekerja  
Selrilkat Pelkelrja yang tellah melmpunyail nomor 

buktil pelncatatan belrhak: 

1. Melmbuat pelrjanjilan kelrja belrsama delngan 

pelngusaha; 

2. Melwakillil pelkelrja dalam melnyellelsailkan 

pelrsellilsilhan ilndustrilal; 

3. Melwakillil pelkelrja dalam lelmbaga 

keltelnagakelrjaan; 

4. Melmbelntuk lelmbaga atau mellakukan 

kelgilatan yang belrkailtan delngan usaha 

pelnilngkatan kelseljahtelraan pelkelrja antara lailn 

delngan melndilrilkan kopelrasil, yayasandan 

lailn-lailn. 

5. Selrilkat Pelkelrja yang tellah melmpunyail nomor 

buktil pelncatatan belrkelwajilban:(Payaman 

Silmanjuntak, 2003: 39) 

6. Mellilndungil dan melmbella anggota daril 

pellanggaran hak-hak danmelmpelrjuangkan 

kelpelntilngannya; 

7. Melmpelrjuangkan pelnilngkatan kelseljahtelraan 

anggota dan kelluarganya; 

8. Melmpelrtanggungjawabkan kelgilatan 

organilsasil kelpada aggotanya selsuail delngan 

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 
 

Perselisihan Hubungan Industrial 

Selpelrtil yang dilmaksud olelh Undang 

Undang Nomor 2 Tahun 2004 telntang 

Pelnyellelsailan Pelrsellilsilhan Hubungan Ilndustrilal, 

bahwa pelrsellilsilhan hubungan ilndustrilal adalah 

pelrbeldaan pelndapat yang melngakilbatkan  

pelrtelntangan antara pelngusaha atau gabungan 

pelngusaha delngan pelkelrja/selrilkat buruh karelna 

adanya pelrsellilsilhan melngelnail hak, pelrsellilsilhan 

kelpelntilngan, pelrsellilsilhan pelmutusan hubungan 

kelrja, dan pelrsellilsilhan antara selrilkat pelkelrja/ 

selrilkat buruh dalam satu pelrusahaan. Ilnil belrartil 

bahwa billa tildak ada dan atau dapat melnghilndari l 

telrjadilnya pelrbeldaan pelndapat yang 

melngakilbatkan pelrtelntangan dilantara para pilhak 

selhubungan delngan masalah hak, kelpelntilngan, 

dan masalah pelmutusan hubungan kelrja, selrta 

masalah pelrilhal selrilkat pelkelrja/ selrilkat buruh 

dalam satu pelrusahaan maka tildak akan telrjadi l 

selngkelta atau pelrsellilsilhan hubungan ilndustrilal.  

Relaliltas dillapangan melnunjukkan bahwa 

pelrbeldaan pelndapat yang  

melngakilbatkan pelrtelntangan atara para pilhak 

melngelnail masalah-masalah telrselbut masilh 

telrjadil, dan sulilt untuk dilsellelsailkan, dan justru 

hal ilnillah yang melnjadil alasan kuat daril latar 

bellakang dilbelntuknya pelradillan khusus, yailtu 

PHIl (Pelngadillan Hubungan Ilndustrilal). 

 

Jelnils-jelnils pelrsellilsilhan hubungan ilndustrilal 

antara lailn : 

1. Pelrsellilsilhan hak ilalah pelrsellilsilhan yang tilmbul 

karelna tildak dilpelnuhilnya hak, akilbat adanya 

pelrbeldaan pellaksanaan atau pelnafsilran telrhadap 

keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan, 

pelrjanjilan kelrja, pelraturan pelrusahaan, atau 

pelrjanjilan kelrja belrsama. Hak yang dilmaksud 

dalam pelrsellilsilhan ilnil adalah hak normatilf, yang 

sudah dilteltapkan dalam pelrjanjilan kelrja, 

pelraturan pelrusahaan, pelrjanjilan kelrja belrsama 

atau pelraturan pelrundang-undangan. Pelrsellilsilhan 
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ilnil dapat telrjadil keltilka milsalnya pelkelrja melnolak 

gajil yang dilbelrilkan olelh pelrusahaan karelna 

masilng-masilng pilhak melmpunyail delfilnilsil atas 

gajil yang belrbelda daril pelrjanjilan kelrja yang tellah 

dilbuat. 

2. Pelrsellilsilhan kelpelntilngan Adalah pelrsellilsilhan 

yang tilmbul dalam hubungan kelrja karelna tildak 

adanya kelselsuailan pelndapat melngelnai l 

pelmbuatan, dan/atau pelrubahan syarat-syarat 

kelrja yang dilteltapkan dalam pelrjanjilan kelrja, 

atau pelraturan pelrusahaan, atau pelrjanjilan kelrja 

belrsama. Milsalnya adalah jilka pelrusahaan 

melngubah ilsil daril pelrjanjilan kelrja tanpa adanya 

kelselpakatan daril karyawan. 

3. Pelrsellilsilhan pelmutusan hubungan kelrja 

Pelrsellilsilhan pelmutusan hubungan kelrja adalah 

pelrsellilsilhan yang tilmbul karelna tildak adanya 

kelselsuailan pelndapat melngelnail pelngakhilran 

hubungan kelrja yang dillakukan olelh salah satu 

pilhak. Kasus yang selrilng telrjadil adalah keltilka 

pelrusahaan melmutuskan hubungan kelrja selcara 

selpilhak delngan pelkelrjanya dan pelkelrja telrselbut 

tildak seltuju delngan kelputusan pelrusahaan 

telrselbut. 

4. Pelrsellilsilhan antar selrilkat pelkelrja dalam satu 

pelrusahaan Pelrsellilsilhan antar selrilkat pelkelrja 

dalam satu pelrusahaan adalah pelrsellilsilhan antar 

selrilkat pelkelrja dalam satu pelrusahaan karelna 

tildak adanya pelrselsuailan paham melngelnai l 

kelanggotaan pellaksanaan hak, dan kelwajilban 

kelselrilkat pelkelrjaan. 

Upaya penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial 

Seljak dilbelrlakukannya Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2004  

telntang Pelnyellelsailan Pelrsellilsilhan Ilndustrilal, 

lelmbaga yang melnanganil pelnyellelsailan 

pelrsellilsilhan hubungan ilndustrilal telrdilril daril: 

Bilpartilel, Meldilasil, Konsillilasil, Arbiltrasel, dan 

Pelngadillan Hubungan Ilndustrilal.  

 

Bipartit 

Lelmbaga Bilpartilt melrupakan langkah 

pelrtama yang wajilb dillaksanakan dalam 

pelnyellelsailan pelrsellilsilhan hubungan ilndustrilal 

mellaluil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, 

undang-undang ilnil melmbelril pelluang untuk 

pelnyellelsailan pelrsellilsilhan hubungan ilndustrilal 

belrdasarkan asas musyawarah 

mufakat/kelkelluargaan antara pelkelrja/ buruh 

delngan majilkan/ pelngusaha, atau antara selrilkat 

pelkelrja delngan majilkan. Pelnyellelsailan 

pelrsellilsilhan mellaluil lelmbaga bilpartilt ilni l 

melmillilkil jangka waktu 30 haril kelrja seljak 

dilmulailnya pelrundilngan, jilka waktu 30 haril 

telrselbut telrlampau maka pelrundilngan dilnyatakan 

batal delmi l hukum. Keltelntuan pelrundilngan 

telrselbut seltildak-tildaknya harus melmuat antara 

lailn melngelnail; nama lelngkap, tanggal dan telmpat 

pelrundilngan, pokok masalah, pelndapat para 

pilhak, kelsilmpulan atau hasill pelrundilngan, selrta 

tanda tangan para pilhak. Hasill pelrundilngan 

keldua bellah pilhak telrselbut adalah dokumeln 

pelrjanjilan belrsama, yang wajilb dildaftarkan pada 

P.H.Il (Pelngadillan Hubungan Ilndustrilal) di l 

willayah para pilhak melmbuat pelrjanjilan belrsama 

telrselbut. 

 

Mediasi 

Selsuail keltelntuan Pasal 1 Angka 1 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telntang 

Pelnyellelsailan Pelrsellilsilhan Hubungan Ilndustrilal, 

apabilla tildak telrjadil kelselpakatan antara para 

pilhak belrselngkelta, selbagail salah satu upaya yang 

dapat dillakukan para pilhak selbellum pelrkara 

sampail kel P.H.Il (Pelngadillan Hubungan 

Ilndustrilal) dapat dilgunakan Lelmbaga Meldilasil. 

Pelrkara yang diltanganil lelmbaga meldilasil adalah 

pelrsellilsilhan hak, pelrsellilsilhan kelpelntilngan, 

pelrsellilsilhan P.H.K (Pelmutusan Hubungan 

Kelrja), dan pelrsellilsilhan antar selrilkat pelkelrja atau 

selrilkat buruh hanya dalam satu pelrusahaan. 

Meldilator dalam rangka pelnyellelsailan pelrkara 

mellakukan meldilasil atau melnjadil juru damail yang 

dapat melnjadil pelnelngah dalam pelnyellelsailan 

selngngkelta hubungan ilndustrilal telrselbut. 

Pelngangkatan selorang Meldilator haruslah 

melmelnuhil pelrsyaratan selbagailmana dilatur dalam 

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, 

dan milnilmal belrpelndildilkan S-1. Untuk 

pelngangkatan dan akomodasilnya Meldilator 

dilteltapkan olelh Melntelril Telnaga Kelrja. 

Selsuail keltelntuan Pasal 10 dan 15 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Meldilator 
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dalam waktu 7 (tujuh) haril seltilap melnelrilma 

pelngaduan sil pelkelrja/ buruh, harus tellah 

melmpellajaril duduk pelrkara selngkelta yang akan 

dilbawa pada pelrtelmuan para pilhak yang 

belrselngkelta. Prosels meldilasil sangat celpat, tildak 

lelbilh daril 30 haril kelrja. Billa tellah telrcapail 

kelselpakatan pelnyellelsailan pelrsellilsilhan mellalui l 

Meldilator telrselbut maka dilbuatkan pelrjanjilan 

belrsama yang diltandatanganil para pilhak dan 

Meldilator telrselbut. Kelmudilan pelrjanjilan telrselbut 

dildaftarkan dil Pelngadillan Hubungan Ilndustrilal 

pada Pelngadillan Nelgelril seltelmpat. 

 

Konsiliasi 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 

melmbelril pelluang pada para pilhak untuk 

melnyellelsailkan pelrsellilsilhan hubungan ilndustrila 

mellaluil lelmbaga Konsillilasil. Konsillilator dilangkat 

dan dilbelrhelntilkan olelh Melntelril Telnaga Kelrja 

belrdasarkan saran organilsasil selrilkat pelkelrja/ 

organilsasil buruh. Selgala pelrsyaratan untuk 

melnjadil peljabat Konsillilator dilatur dalam Pasal 

19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, 

dilmana tugas telrpelntilng daril Konsillilator adalah 

melmanggill para saksil atau para pilhak telrkailt 

dalam  

telmpo sellambat-lambatnya 7 (tujuh) haril seljak 

melnelrilma pelnyellelsailan konsillilator telrselbut. 

Peljabat Konsillilator dapat melmanggill para pilhak 

yang belrselngkelta dan melmbuat pelrjanjilan 

belrsama apabilla kelselpakatan tellah telrcapail. 

Pelndaftaran pelrjanjilan belrsama yang 

dilprakarsasil olelh Konsillilator telrselbut dapat 

dildaftarkan dil delpan Pelngadillan Nelgelri l 

seltelmpat. Delmilkilan juga elkselkusilnya dapat 

diljalankan dil Kelpaniltelraan Pelngadillan Nelgelri l 

seltelmpat telrselbut. 

 

Arbitrase 

Pelnyellelsailan pelrsellilsilhan mellalui l 

arbiltrasel pada umumnya tellah dilatur dil dalam 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telntang 

Arbiltrasel dan Altelrnatilf Pelnyellelsailan Selngkelta, 

yang belrlaku dil bildang selngkelta pelrdagangan. 

Olelh karelna iltu arbiltrasel hubungan ilndustrilal 

yang dilatur dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2004 adalah melrupakan pelngaturan 

khusus bagil pelnyellelsailan selngkelta dil bildang 

hubungan ilndustrilal.Undang- Undang Nomor 2 

Tahun 2004 melmbelril pelluang pada para pilhak 

untuk pelnyellelsailan pelrsellilsilhan hubungan 

ilndustrilal mellaluil arbiltrasel adalah selngkelta 

pelrilhal pelrsellilsilhan kelpelntilngan dan pelrsellilsilhan 

antar Selrilkat Pelkelrja dan Majilkan dil dalam suatu 

pelrusahaan.Pelnyellelsailan pelrsellilsilhan hubungan 

ilndustrilal mellaluil arbiltrasel dillakukan atas dasar 

kelselpakatan para pilhak, putusan arbiltrasel belrsilfat 

pilnal dan teltap, tildak dapat dilajukan gugatan ke l 

PHIl (Pelngadillan Hubungan Ilndustrilal), 

telrkelcualil billa dalam hal-hal telrtelntu dapat 

dillakukan pelmbatalan kel MA (Mahkamah 

Agung) RIl. Arbiltelr melmbelrilkan putusan atas 

pelnyellelsailan pelrsellilsilhan hubungan ilndustrilal 

dilmaksud. Telrhadap putusan Arbiltelr yang 

melnilmbulkan kelraguan , pilhak yang melragukan 

dapat melmajukan tuntutan ilngkar telrhadap 

putusan telrselbut kelpada Pelngadillan Nelgelri l 

seltelmpat delngan melncantumkan alasan-alasan 

otelntilk yang melnilmbulkan kelraguan telrselbut. 

Untuk pelrkara selpelrtil ilnil Pelngadillan Nelgelri l 

belrdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2004 dapat melmbuat putusan melngelnai l 

alasan ilngkar dan telrhadap hal telrselbut tildak 

dapat dilajukan pelrlawanan. Apabilla untuk 

pelnyellelsailan pelrsellilsilhan hubungan ilndustrilal 

telrselbut Arbiltrasel dapat melncapail kelselpakatan, 

maka belrdasarkan Pasal 44 Undang-Undang 

nomor 2 Tahun 2004, maka selorang Arbiltelr harus 

melmbuat Aktel Pelrdamailan yang diltandatangani l 

olelh keldua bellah pilhak delngan dilsaksilkan 

selorang Arbiltelr atau Majellils Arbiltelr. Pelneltapan 

Aktel Pelrdamailan telrselbut dildaftarkan di l 

Pelngadillan, dan dapat pula dilelkselkusil olelh 

Pelngadillan selbagailmana lazilmnya melngelkselkusi l 

suatu putusan. Putusan Kelselpakatan Arbiltrasel 

telrselbut dilbuat rangkap 3 (tilga) dan dilbelrilkan 

kelpada masilng-masilng pilhak satu rangkap, selrta 

dildaftarkan dil Pelngadillan Hubungan Ilndustrilal. 

Telrhadap putusan telrselbut yang tellah 

belrkelkuatan hukum, tildak dapat dilmajukan lagil. 

Karelnanya telrhadap selngkelta yang sama telrselbut 

tildak dapat dilmajukan lagil kel PHIl (Pelngadillan 

Hubungan Ilndustrilal). 
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Pelradillan Hubungan Ilndustrilal ilnil sangat 

dilharapkan olelh pelkelrja/ buruh untuk mampu 

melngatasil kelkelcelwaan melrelka telrhadap Paniltila 

Pelnyellelsailan Pelrsellilsilhan Pelrburuhan 

Pusat/Daelrah (P.4.P/ P.4.D) yang pada saat 

kelbelradaannya dilnillail sangat lamban,  

belrtellel-tellel dan tildak pastil. Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2004 dalam rangka melncapai l 

tujuan systelm pelradillan yang adill, celpat, murah 

dan belrkelpastilan hukum melngatur bahwa 

pelnyellelsailan pelrsellilsilhan pelrburuhan dilawali l 

daril pelrundilngan bilpartilt, prosels meldilasil, prosels 

Pelradillan Hubungan Ilndustrilal, dan Bandilng Kel 

Mahkamah Agung. Selpelrtil dilatur olelh Pasal 56 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tugas dan 

kelwelnangan PHIl (Pelngadillan Hubungan 

Ilndustrilal) adalah melmelrilksa  

dan melmutuskan pelrkara hubungan ilndustrilal 

untuk:  

(1) dil tilngkat pelrtama melngelnail pelrsellilsilhan hak; 

(2) dil tilngkat pelrtama dan telrakhilr melngelnai l 

pelrsellilsilhan kelpelntilngan; (3) dil tilngkat pelrtama 

melngelnail pelrsellilsilhan  

pelmutusan hubungan kelrja; (4) dil tilngkat 

pelrtama dan telrakhilr melngelnail  

pelrsellilsilhan antar selrilkat pelkelrja/ selrilkat buruh 

dalam satu pelrusahaan. Selcara normatilf prosels 

pelnyellelsailan selngkelta hubungan ilndustrilal  

belrdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2004 telrselbut dilharapkan  

dapat melmelnuhil tujuan systelm pelradillan yang 

adill, celpat, dan murah.  

Telrutama delngan adanya keltelntuan bahwa prosels 

pelnyellelsailan pelrkara daril mulail pelrundilngan 

bilpartilt sampail putusan pilnal daril P.H.Il dan MA 

harus tuntas dalam telmpo 150 haril yang 

seltildaknya dilharapkan dapat melmelmelnuhil targelt 

celpatnya pelnyellelsailan pelrkara. 

Kendala/hambatan dalam penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial 

Selcara teloriltilk keladillan dalam rangka 

pelnyellelsailan pelrsellilsilhan hubungan ilndustrilal 

dapat dilwujudkan billa dildukung olelh systelm 

melkanilsmel yang bailk, yailtu billa kelbelnaran 

normatilf dan kelbelnaran elmpilrils tellah dapat 

dilwujudkan dalam systelm hukum 

keltelnagakelrjaan. Nyatanya keladillan dalam 

rangkan pelnyellelsailan pelrsellilsilhan masilh 

dilhadapkan pada belrbagail kelndala.  

Pelnyelbab utama suliltnya melwujudkan keladillan 

dalam pelnyellelsailan pelrsellilsilhan hubungan 

ilndustrilal adalah: 

1. Aturan hukum yang melngatur hubungan 

ilndustrilal masilh ada unsur kellelmahan, antara 

lailn karelna: 

a. Kaildah atau norma hukum yang bellum 

tuntas.  

Masalah pelmbilayaan, walaupun pelrkara 

belrnillail Rp. 150 juta tildak dilkelnakan 

bilaya, teltapil nyatanya pelkelrja/ buruh 

teltap telrbelbanil olelh bilaya ongkos pulang 

pelrgil kel PHIl yang hanya ada dil Kota 

Provilnsil, juga masilh kelna bilaya 

pungutan lilar selpelrtil untuk lelgels surat 

kuasa, bilaya sumpah saksil dll. 

b. Melnggilrilng pelkelrja/ buruh untuk 

belrpelrkara dil PHIl. 

Tilngkat meldilasil yang belrsilfat tildak 

melngilkat para pilhak untuk 

mellaksanakan putusan meldilator, 

melmbelril pelluang untuk telrobosan yang 

melrugilkan pelkelrja/buruh. Pilhak 

pelngusaha, delngan melmbilarkan kasus 

melnggantung melnjadilkan pelkelrja/buruh 

dalam posilsil yang telrpojokan. 

Sellanjutnya melnggilrilng pelkelrja/ buruh/ 

untuk melngajukan pelrkara kel PHIl 

(Pelngadillan Hubungan Ilndustrilal).  

c. Delngan dil gunakannya Hukum Acara 

Pelrdata dil PHIl melngundang banyak 

kriltilk selhubungan delngan adanya 

pelrbeldaan silfat antara pelrkara 

pelrsellilsilhan hubungan ilndustrilal delngan 

pelrkara pelrdata umumnya. 

d. Hukum Acara Pelrta dilpraktelkan selcara 

kaku 

Prosels pelradillan dil PHIl melnggunakan 

Hukum Acara Pelrdata selcara kaku, 

mellilputil: pelmbuatan/ pelndaftaran surat 

gugatan, upaya damail, jawaban, relplilk, 

duplilk, buktil telrtulils/ saksil-saksil, 

konklusil dan putusan hakilm. Juga dalam 

hal upaya kasasil mellilputil:  



Journal of Education Science (JES), 9 (2), Oktober 2023 

E-ISSN: 2615-5338 

 

243 

 

pelmbelrilan putusan PHIl, 

pelnandatanganan akta kasasil, pelmbuatan 

pelndaftaran melmoril kasasil, pelmbuatan/ 

pelndaftaran melmoril kasasil, pelmbuatan/ 

pelndaftaran kontra melmoril kasasil, 

pelmbacaan belrkas olelh para pilhak, 

pelngilrilman belrkas dan sellanjutnya 

putusan daril MA. Juga pelrilhal elkselkusi l 

atas putusan hakilm yang sangat bilrokrasi l 

dan melmakan bilaya belsar. 

e. Silfat hakilm PHIl yang pasilf 

Silfat hakilm PHIl yang juga selpelrtil haki lm 

Pelngadillan Umum adalah pasilf tellah 

melnyuliltkan pilhak pelkelrja/ buruh untuk 

belrpelrkara selcara solild. Hal ilni l 

dilkarelnakan selcara stratilvilkasil sosilal 

pelkelrja/ buruh yang belrpelrkara 

umumnya masyarakat bawah yang pelrlu 

bantuan olelh hakilm untuk kellancaran 

belrpelrkara. Bagil buruh/ pelkelrja, seljak 

awal pelmbuatan dan pelndaftaran 

gugatan sudah kelsuliltan. 

f. Mahalnya bilaya  

Bilaya gratils atas pelrkara dil bawah Rp. 

150.000.000 selpelrtil dilpelrilntahkan Pasal 

58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2004 tildak dillaksanakan selcara konsilsteln 

karelna pelngalaman dil PHIl, telrnyata 

masilh ada kelharusan bagil pelkelrja/buruh 

belrpelrkara untuk melngelluarkan bilaya 

selkiltar Rp. 750.000 untuk pelmbellilan 

meltelrail gugatan, poto kopil gugatan 

rangkap 7, meltelrail/ nazelgelleln/lelgalilsilr 

buktil-buktil, bilaya saksil-saksil, 

pelngambillan putusan, dan lailn-lailn. 

g. Masalah waktu 

Keltelntuan undang-undang bahwa 

pelrsellilsilhan hubungan ilndustrilal harus 

dapat dilsellelsailkan dalam telmpo 150 hari l 

telrnyata sulilt dilwujudkan, dilkarelnakan 

umumnya seltilap pelrkara untuk sampai l 

pada tahap elkselkusil telrhambat olelh 

upaya pilhak pelngusa untuk kasasil kel 

MA. Karelna iltu untuk melncapail putusan 

yang silap elkselkusil sellailn tildak mudah 

juga dilpelrlukan waktu yang tildak seldilkilt. 

2. Bellum dildukung olelh selmangat para pilhak 

untuk konsilsteln telrhadap aturan hukum yang 

belrlaku, antara lailn karelna: 

a. Pelngusaha telrlalu provilt motilf 

Ada kelcelndelrungan bahwa pelngusaha 

dalam rangka caril keluntungan (provilt 

motilf) kurang melmpelrhatilkan 

kelpelntilngan pelkelrja/ buruh. Akilbatnya 

hanya pelkelrja telrtelntu (punya kelahlilan) 

yang melndapat upah dan kelmudahan 

layak tapil sellelbilhnya para pelkelrja/ buruh 

bilasa celndelrung diltelrlantarkan.  

b. Pelkelrja/ buruh dalam keladaan telrtelkan 

Ada kelcelndelrungan telntang suliltnya 

pelkelrja/ buruh untuk melndapatkan 

haknya selsuail aturan hukum.  

c. Pelmelrilntah celndelrum ambilvaleln 

Pelmelrilntah bellum optilmal untuk 

melncilptakan keladillan sosilaldil bildang 

hukum keltelnagakelrjaan. Jilka hubungan 

antara buruh delngan majilkan ilnil teltap 

dilselrahkan selpelnuhnya kelpada para 

pilhak (pelkelrja/buruh dan 

pelngusaha/majilkan), maka tujuan hukum 

keltelnagakelrjaan untuk melncilptakan 

keladillan sosilal dil bildang 

keltelnagakelrjaan akan sangat sulilt untuk 

dilcapail, dilkarelnakan pilhak yang kuat 

akan sellalu ilngiln melnguasail pilhak yang 

lelmah (homo homi lnil lupus). Majilkan 

sangat belrpelluang untuk melnguasai l 

pelkelrja/ buruh. Untuk iltu antilsilpasil olelh 

pelmelrilntah telrhadap masalah 

keltelnagakelrjaan ilnil jellas sangat 

dilpelrlukan. 

3. Bellum optilmalnya fungsil lelmbaga 

pelnyellellelsailan pelrsellilsilhan hubungan 

ilndustrilal antara lailn karelna: 

a. Lelmbaga bilpartilt bellum elfelptilf selpelrti l 

yang dilharapkan, dilkarelnakan pilhak 

pelngusaha (selbagail pilhak yang kuat) 

celndelrung untuk lelbilh mellilhat pelkelrja/ 

buruh selbagail faktor produksil, daril pada 

mellilhat buruh selbagail warga masyarakat 

yang harus dilpelrhatilkan selcara 

manusilawil. 
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b. Lelmbaga meldilasil bellum belrfungsi l 

selbagailmana melstilnya, dilkarelnakan para 

meldilator dalam melnjalankan tugas dan 

fungsilnya dilhadapkan pada kelndala : 

pilhak yang belrsellilsilh utamanya pilhak 

pelngusaha/ majilkan celndelrung 

melngabailkan putusan meldilasil. 

c. PHIl (Pelngadillan Hubungan Ilndustrilal) 

bellum belrfungsil optilmal, selsuai l 

dilharapkan, dilkarelnakan kilnelrja para 

pellaksananya bellum melnjalankan tugas 

dan fungsilnya selcara bailk, dilkarelnakan : 

Bellum seltelrillnya para hakilm dil PHIl daril 

pelngaruh kelbelrpilhakan atau 

dilskrilmi lnatilf. 

KESIMPULAN  

Selrilkat pelkelrja yailtu organilsasil yang 

dilbelntuk daril,olelh,dan untuk pelkelrja atau 

buruh bailk dil pelrusahaan maupun dilluar 

pelrusahan, yang belrsilfat belbas, telrbuka, 

mandilril, delmokratils, dan belrtanggung jawab 

guna melmpelrjuangkan, melmbella selrta 

mellilndungil hak dan kelpelntilngan pelkelrja atau 

buruh selrta melnilngkatkan kelseljahtelraan 

pelkelrja atau buruh dan kelluargannya. Bukan 

hanya melmpelrjuangkan selrta mellilndungil 

hak para pelkelrja saja, selrilkat belkelrja juga 

belrfungsil selbagail jelmbatan antara 

pelrusahaan dan pelkelrja, selrta tugas selrilkat 

pelkelrja juga melnjaga hubungan yang bailk 

antara selrilkat pelkelrja delngan pelrusahaan 

atau antara pelkelrja delngan pelrusahaan, olelh 

selbab iltu delngan adanya selrilkat pelkelrja, 

dapat melmbantu pelkelrja untuk melndapatkan 

haknya selhilngga kelseljahtelraan pelkelrja dan 

kelluarganya pun telrjamiln. Bukan hanya 

pelkelrja saja yang melndapatkan 

kelseljahtelraan, kelseljahtelraan dan 

kellangsungan pelrusahaanpun akan dilpelrolelh 

karelna adanya selmangat kelrja, dan 

produktilviltas tilnggil daril pelkelrja. 
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